
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 8/HK.03. 1-Kpt/ r3T Z / KpU -Kot/ t / 2O tB

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

SALINAIT

bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

162/SJ/II/2O17 tanggal 7 Februari 2Ot7 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen

Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tahun 2018,

maka dilakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun

2OlB yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Pariaman;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor z[286);

Menimbang

Mengingat

4. Undang-undang
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4. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2O|O-2O25;

8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2OlZ tentang
Tlrnjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat

Jendral Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2Ol5-2O19;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37

Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 0l Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22Tahun 2OO8;

MEMUTUSKAN
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ARIAMAN

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARiAMAN
TENTANG TIM REF'ORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN
2018.

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana

terlampir dalam Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Dalam melaksanakan tugas tim Reformasi Birokrasi
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instasi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal l7 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA
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PARIAMAN
NOMOR
TENTAIiIG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

8/ HK.O3. 1 -Kpt I | 377 I KPV'Kot I I I 2Or8

PEMBET,ITUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PARIAMAN TAHUN 2018

Memberikan arahan kePada Tim
Pelaksanan dalam Pelaksanan Program
Reformasi Birokrasi di Komisi
Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Ketua
Anggota
Anggota

Ketua KPU Kota Pariaman/ Divisi
SDM
Divisi Teknis
Divisi Umum, Keu dan logistik

I TIM PENGARAH
1 . Boedi Satria
2. Arnaldi Putra
3. Indra Jaya

t. Mengkoordinasikan, memberikan
asistlnsi dan melakukan monitoring
pelaksanaan Program Reformasi
Birokrasi;

2. Melaksanakan Program Reformasi
Birokrasi;

3. Menyusun laPoran Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

Ketua
Anggota
Anggota

Sekretaris
Kasubbag Teknis dan HuPmas
Kasubag Umum

II TIM PELAKSANA
1 . Hendri Jalal
2. Akhirulsyah
3. Indra Deswita

1. Mendampingi tim Pelaksanaan
program reformasi birokrasi;

2. Mendampingi agen perubahan dalam
lementasikan dan

Ketua
Anggota
Anggota
An

Divisi Hukum
Divisi Perencanaan dan Data
Kasubbag Program dan Data
Kasub Hukum

TIM PENDAMPING
1. Aisyah
2. Alfiandri Zaharryri
3. Winda Nopita
4. Sri Sundari

III

TUGAS DALAMTIMJABATANNAMANO
TIM

I unnleu
KEDUDUKA
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kegiatan re
3. Melakukan

formasi birokrasi;
Analisis dan Pen:lbahasan

laporan pelaksanaan reformasi
birokrasi dengan agen Perubahan.

1. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalam Pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program Manajemen
Perubahan;

2. Menjadi agen Perubahan dalam
mengimplementasikan Program dan
kegiatan reformasi birokrasi

3. Melakukan koordinasi dengan
subbagian di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan
program dan kegiatan manajemen
perubahan yang ada dalam road maP

aat dokumen reformasi birokrasi
Komisi Pemilihan Umum;

4. Melakukan analisis dan pernbahasan
mengenai Program dan kegiatan
mana.lemen Perubahan dan
melakukan hal-hal lainnYa Yang
diperlukan dalam rangka reformasi
birokrasi.

Ketua
Anggota
Anggota

Divisi Perencanaan dan Data
Kasubbag Program dan Data
Fungsional Umum

IV TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
l. Alfiandri T,aharmi
2. Winda Nopita
3. willy. S

1. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalarn pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program Penguatan
Peraturan Perundang-Undangan ;

2,M da 1 bahan dalam

Ketua
Anggota
Anggota

Divisi Hukum
Kasubbag Hukum
Fungsional Umum

V TIM PENGUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
I. Aisyah
2. Sri Sundari
3. Syaiful
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mengimplementasikan Program
kegiatan reformasi birokrasi

3. Melakukan koordinasi dengan
subbagian di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan
program dan kegiatan Penguatan
Feraturan Perundang-Undangan
yang ada dalam road map dan
dokumen reformasi birokrasi Komisi
Pemilihan Umum;

4. Melakukan analisis dan perrlbahasan
mengenai Program dan kegiatan
Penguatan Peraturan Perundang-
Undangan dan melakukan hal-hal
lainnya yang diPerlukan dalam
rangka reformasi birokrasi.

dan

1. Melaksanakan arahan
dalarn Pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program Penguatan
Kelembagaan;

2. Menjadi agen Perubahan dalam
mengimPlementasikan Program dan
kegiatan reformasi birokrasi;

3. Melakukan koordinasi dengan
subbegran di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan
prograrn dan kegiatan Penguatan
kelJmbagaan yang ada dalam road
map dan dokumen reformasi
birokrasi Komisi Pemilihan IJmum;

4. Melakukan analisis dan pernbahasan

tim pengarah

a1m programengen
danKelemtana

Ketua
Anggota
Anggota

Divisi Teknis
Kasubbag Teknis
Fungsional Umum

VI TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN
l. Arnaldi Putra
2. Akhirulsyah
3. Idriadi

dan kegiatan
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melakukan
diperlukan
birokrasi.

hal-hal lainnya yang
dalam rangka reformasi

VII TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
1. Hendri Jalal
2. Indra Deswita
3. Hidayat Basri

Sekretaris
Kasubbag Umum
Fungsional Umum

Ketua
Anggota
Anggota

l. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalarn pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program Penguatan
Tata Laksana;

2. Menjadi agen perubahan dalam
mengimplementasikan program dan
kegiatan reformasi birokrasi;

3. Melakukan koordinasi dengan
subbagian di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan
program dan kegiatan Penguatan
Tata Laksana yang ada dalam road
map dan dokumen reformasi
birokrasi Komisi Pemilihan [,trmum;

4. Melakukan analisis dan pembahasan
mengenai program dan kegiatan
Penguatan Tata La.ksana dan
melakukan hal-hal lainnya yang
diperlukan dalam rangka reformasi
birokrasi.

VIII TIM PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN ASN
1. Indra Deswita
2. M. Hanif
3. Nurjamin

Kasubbag Umum
Fungsional Umum
Fungsional Umum

Ketua
Anggota
Anggota

1. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalarn pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program Penataan
Sistem Manajemen ASN;

2. Menjadi agen perubahan dalam
mengimplementasikan program dan
kegiatan reformasi birokrasi;

3. Melakukan koordinasi d

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman



subbagian di lingkun
Pariaman dalam
program dan kegiatan Penataan
Si"ti- Manajemen ASN Yang ada
dalarn road map dan dokumen
reformasi birokrasi Komisi Pemilihan
Umum;

4. Melakukan analisis dan pernbahasan
mengenai Program dan kegiatan
Pena-taan Sistem Manajemen ASN

dan melakukan hal-hal lainnya yang
diperlukan dalam rangka reformasi
birokrasi.

gan KPU Kota
melaksanakan

1. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalarn pelaksanaan
birokrasi terkait Program Penguatan
Pengawasan;

2. Menjadi agen Perubahan dalam
mengimplementasikan program dan
kegiatan reformasi birokrasi;

3. Melakukan koordinasi dengan
subbagian di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan
program dan kegiatan Penguatan
Pengawasan Yang ada dalam road
mat dan dokumen reformasi
birokrasi Komisi Pemilihan Llmum;

4. Melakukan analisis dan pernbahasan
mengenai Program dan kegiatan
Penguatan Pengawasan dan
melakukan hal-hal lainnYa Yang
diperlukan dalam rangka reformasi

reformasi

birokrasi.

Ketua
Anggota
Anggota

Kasubag Hukum
Fungsional Umum
Fungsional Umum

x TIM PENGUATAN PENGAWASAN
1. Sri Sundari
2. Sulas Sri Netti
3. Syaiful
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1. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalarn Pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program Penguatan
Akuntabilitas Kine{a;

2. Menjadi agen Perubahan dalam
mengimplementasikan Program dan
kegiatan reformasi birokrasi;

3. Melakukan koordinasi dengan
subbagian di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan
program dan kegiatan Penguatan
Akuntabilitas Kinerja Yang ada
dalam road map dan dokumen
reformasi birokrasi Komisi Pemilihan
Umum;

4. Melakukan analisis dan perrabahasan
mengenai program dan kegiatan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
melakukan hal-hal lainnYa Yang
diperlukan dalam rangka reformasi
birokrasi.

Ketua
Anggota

Kasubag Program
Fungsional Umum

X TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
1. Winda Nopita
2. Willy. S

1. Melaksanakan arahan tim pengarah
dalarn pelaksanaan reformasi
birokrasi terkait Program
Penin gkatan PelaYanan Publik;

2. Menjadi agen Perubahan dalam
mengimplementasikan Program dan
kegiatan reformasi birokrasi;

3. Melakukan koordinasi dengan
subbagian di lingkungan KPU Kota
Pariaman dalam melaksanakan

Ketua
Anggota
Anggota

Kasubbag Teknis dan HuPmas
Fungsional Umum
Fungsional Umum

TIM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
1. Akhirulsyah
2. Sulas Sri Netti
3. Idriadi

XI
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program dan kegiatan Peningkatan
Pelayanan Publrik yang ada dalam
road map dan dokumen reformasi
birokrasi Komisi Pemilihan Umum;

4. Melakukan analisis dan pernbahasan
mengenai program dan kegiatan
Peningkatan Pelayanan Publik dan
melakukan hal-hal lainnya yang
diperlukan dalam rangka reformasi
birokrasi.

XII TIM QUICK WINS/PMPRB
1. Boedi Satria
2. Indra Deswita
3. Wahyudi Pratama

Ketua KPU Kota Pariaman/ Divisi
SDM
Kasubbag Umum
Fungsional Umum

Ketua
Anggota
Anggota

l. Melakukan penilaian dan monitoring
evaluasi pelaksanaan Reformasi unit
kerjannya;

2. Merancang tindak lanjut dan
renoana perbaikan unit keq'annya;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

BOEDI SATRIA

ttd
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Salinan sesuai dengan aslinya
ETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Hukum,
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